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A. Pengertian Penjualan Konsinyasi
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah konsinyasi diartikan
sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk
dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).1 Utoyo Widayat
memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai penjualan konsinyasi,
yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang
bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.2
Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut
pengamat (consignor) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai
komisioner (consignee), barang yang dikirim pengamanat atas penjualan
konsinyasi disebut barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh
komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.3
Pengamanat (consignor) menetapkan komisioner (consignee) sebagai
pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang yang diserahkan
kepadanya sampai barang-barang itu terjual kepada pihak ketiga. Atas
penjualan barang-barang ini, pihak komisioner menyerahan hak atas barang-
barang ini danjuga hasil penjualanya. Pihak komisionar tidak memiliki
1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia
Pusat Utama, 2008), Ed-4. H.125.
2 Utoyo Widayat, Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar Teori Dan Soai, (Jakarta:
LPFE UI, 1999), Ed. Revisi, h. 125
3 Ibid.
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kewajiban terhadap pihak pengamanat selain tanggung jawab atas barang-
barang yang diserahkan kepadanya.4
Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa.
Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang telah pindah tangan jika
barangtelah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan
konsinyasi hak milik barang tetap berada ditangan pengamanat. Hak milik
baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak
lainya.
Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan
dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya
operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak
penjual. Tetapi dalam penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan
dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pihak pengamanat (pemilik
barang).5
Ketidak berpindahan hak milik dalam penjualan konsinyasi
mengakibatkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban dan
hak pengamanat. Sedangkan agen akan menerima fee dari transaksi dari
penjualan barang yang laku. Kepemilikan atas hasil penjualan tersebut
diaplikasikan atas penetapan harga dan komisi yang pasti bagi komisioner.
Sebagai penerima amanat, komisioner tidak diperbolehkan untuk
menggunakan uang hasil penjualan produk tersebut.
4 Allan R. Drebin, Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan), ahli bahasa
oleh Freddy Sarangih, d.k.k, (Jakarta: Erlangga, 1991), Cet. Ke-1 h.158.
5 Arifin, Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan, (Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1999), Ed.
Ke-3, Cet. Ke-1, h. 147-148.
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B. Sumber Hukum Penjualan Konsinyasi
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut konsinyasi terdapat dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlij Wetboek voor Indonesie, Stb. 1847-
23) buku ketiga Bab IV pasal 1405 sampai dengan pasal 1412. Menurut Pasal
1381 KUH Perdata, konsinyasi (penawaran pembayaran tunai yang diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan), merupakan salah satu upaya untuk
mengakhiri suatu perikatan. Cara lainnya adalah pembayaran, pembaruan utang,
perjumpaan utang (kompensasi), percampuran utang, pembebasan utang,
musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan dan karena
kadaluwarsa.
Sedangkan pada pasal 1404 ini mengatur tentang hak komisioner, dimana
pihak pengamanat terikat atas kawajibanya dalam membayarkan upah/fee yang
menjadi hak pihak komisioner. Jika pihak pengamanat tidak membayarkan
upah/fee milik pihak komisioner maka pihak pengamanat malakukan
pelanggaran terhadap pasal 1404 dan akan di kenakan hukuman sesuai dengan
yang dituangkan didalam pasal 1404 tersebut.6
C. Keuntungan Penjualan Konsinyasi
1. Keuntungan Bagi Pihak Pengamanat (Consignor)
Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pengamanat
dalam penjualan konsinyasi:
6http://analisis.Universitas Islam Negeri
jakarta.ac.id/Proyek%20Akhir/MI/JURNAL%20PA%20SISEM%20hukun penjualan
konsinyaasi.pdf diakses tanggal 30 Desember 2015
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a. Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat
(consignor) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
1) Memperkenalkan produk baru, dimana masyarakat belum
mengetahui produk tersebut.
2) Untuk membuka devisi penjualan di suatu daerah yang merupakan
suatu investasi yang sangat mahal.
b. Pengamanat dapat mengendalikan (mengontrol) harga jual dari agen
(penerima barang konsinyasi). Hal ini memungkinkan karena agen
hanya menjual dengan harga yang telah di tetapkan oleh pengamanat
dan agen hanya menerima komisi atas penjualan tersebut. Tanpa
pengabilan keuntungan dari harga jual barang komisinya.7
c. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada
pihak komisioner sehingga resiko kerugian dapat ditekan.8
d. Pengamanat dapat memperoleh spesialis penjualan, seperti penjualan
kendaraan bermotor, Imbalan untuk jasa seperti ini sering kali berupa
komisi, yang dapat berupa persentase harga jual atau dapat juga
berupa jumlah yang telah ditetapkan untuk setiap unit barang yang
terjual.9
2. Keuntungan Bagi Pihak Komisioner (Consignee)
Bagi komisioner ada beberapa keuntungan yang diperoleh melalui
penjualan konsinyasi. Antara lain:
7 Utoyo Widayat, Op.Cit., h. 126.
8 Arifin, Loc, Cit, h. 148
9 Allan r. Drebin, Loc. Cit, h.158
30
a. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam
penjualan barang-barang konsinyasi.
b. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasional penjualan
konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh
pengamanat.
c. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi
harga, maka hal tersebut bukan tanggungan komisioner (hal ini sangat
penting terutama bila barang konsinyasi tersebut berupa buah-buahan,
atau produk pertanian lainya).
d. Kebutuhan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya
berfungsi sebagai penerima dan penjualan barang konsinyasi untuk
pengamanat.
e. Komisioner berhak menerima pendapatan berupa komisi dari hasil
penjualan konsinyasi.10
C. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi
Dalam melakukan pemjualan konsinyasi, pengamanat dan komisioner
harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu. Adapun isi dari kontrak
perjanjian tersebut, antara lain:11
1. Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditnggung oleh
pengamanat. Misalkan seperti beban pengangkutan, beban reparasi, beban
pekerja, beban sewa gudang, dan lain sebagainya.
10 Arifin, Op.Cit, h.149
11 Allan r. Drebin, Op.Cit, h.159
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2. Kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh
komisioner atas instruksi dari pengamanat.
3. Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada
komisioner.
4. Laporan pertanggung jawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang
dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan
pengiriman uang hasil penjualan tersebut.
5. After sales service (garansi) yang harus ditanggung oleh pengamanat atas
barang-barang yang telah dijual oleh komisioner.
6. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
D. Hak dan Kewajiban Dari Komisioner
1. Hak Pihak Komisioner (Consignee)
Komisioner (Consignee) memiliki beberapa hak dalam penjualan
konsinyasi. yaitu Pihak komisioner (Consignee) berhak memperoleh
penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan yang berkaitan dengan
barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan
produk konsinyasi.pengeluran yang dibutuhkan tergantung pada sifat
ataupun jenis produk konsinyasi, yang meliputi pengangkutan, asuransi,
pajak, penyimpanan, penanganan, reparasi di bawah garansi, dan beberapa
pengeluaran lain yang biasanya ditanggung olehpihak pengamanat
(Consignee)12.
12 Allan r. Drebin, Op.Cit, h.159.
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2. Kewajiban Pihak Komisioner (Consignee)
Sebagai penerima amanat dalam penjualan konsinyasi, komisioner
(Consignee) memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi,
diantaranya13:
a. Pihak komisioner harus melindungi barang-barang pihak pengamanat
dengan cara yang baik. Jika pihak komisioner telah menerima instruksi
khusus, maka ia harus melaksanakanya dengan baik untuk
menghindari kewajiban.
b. Pihak komisioner harus menjual barang konsinyasinya dengan harga
yang telah di tentukan atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga,
bahwa pihak komisioner harus menjual barang konsinyasi dengan
harga yang memuaskan kepentinganpihak pengamanat.
c. Pihak komisoner haus mengirimkan laporan berkala mengenai
kemajuan penjualan barang konsinyasi. Laporan ini berisi informasi
mengenai barang konsinyasi yang diterima, barang konsinyasi yang
dijual, harga jual, biaya penjualan, jumlah yang terhutung, dan jumlah
(uang) yang dikirim.14
E. Perwakilan (Al Wakalah)
1. Pengertian Wakalah
Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam
kehidupan manusia. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut
kaidah Fiqh Muamalah, adalah akad yang dapat diterima. Wakalah itu
13 Allan r. Drebin, Op.Cit, h.159.
14 Ibid, h.159
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berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-
dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan
memberikan kuasa atau mewakilkan.15 Adapula pengertian-pengertian
lain dari wakalah yaitu:
a. Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat.
b. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang
diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu
sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama,
namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan,
maka semua resiko atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.
Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut
beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:
a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan
kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai
penggantinya dalam bertindak (bertasharruf)16.
b. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh
seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
c. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan
dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang
15 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. Ke-1,
Cet. Ke- 1, h.20.
16 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana,2010), h. 187
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merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan
pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan
setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat17.
d. Menurut Ulama Syafi’iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu
ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh
seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa
yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa18.
2. Dasar Hukum Wakalah
Menurut agama Islam, seseorang boleh mewakilkan suatu tindakan
tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama
pemberi kuasa dan yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan
itu boleh dalam ajaran agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan
kebolehan itu, antara lain :
a.  Al-Qur’an:



Artinya: “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. . .” (Al
kahfi ayat 19)
17Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.418
18 ibid
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


Artinya: “...Maka kirimlah seorang hakam[2] dari keluarga laki-laki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan...” (An
Nisaa’ ayat 35)
3. Rukun dan Syarat Wakalah
Agar perwakilan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai
dengan ketentuan syarak, mereka yang berwakalah harus mengikuti rukun
sebagai berikut:
a. Ada yang mewakilkan dan wakil. Anak kecil yang dapat membedakan
baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam tindakan-tindakan
yang bermanfaat, seperti prwakilan untuk menerima hibah, sedekah,
dan wasiat19.
b. Ada suatu yang diwakilkan.
Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan yang pertama yaitu Menerima
penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk
mengerjakannya. Tidak sah mewkilkan Sesuatu, seperti shalat, puasa,
dan membaca ayat al-Qur’an. Yang ke dua dimiliki oleh yang berwakil
ketika ia berwakil. Oleh karena itu, batal mewakilkan sesuatu yang
akan di beli. Selanjutnya di ketahui dengan jelas. Batal mewakilkan
sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata : “aku jadikan
engkau sebagai wakilku untuk menikahkan salah seorang anakku.”
19 Abdul Rahman Ghazaly, Op, Cit, h.189
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Yang terakhir ada lafal yang menunjukkan rida yang mewakilkan dan
wakil menerimanya. Contoh: orang yang mewakilkan itu berkata,
“saya wakilkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan
pekerjaan ini.” Pertanyaan ini tidak membutuhkan Kabul dari pihak
yang diwakilkan. Orang yang mewakili tidak boleh mewakilkan
kepada orang lain tanpa seizin dari pihak yang pertama mewakilkan20.
Syarat-syarat Wakalah Terselenggaranya wakalah sah apabila
memenuhi persyaratan berikut:21
a. Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah menurut hukum.
b. Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas. Tidak boleh mewakilkan
pekerjaan kepada orang lain yang tidak jelas.
c. Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah karena ibadah menuntut
dikerjakan secara badaniyyah dan dilakukan sendiri (seperti shalat,
puasa, dan membca ayat al-Qur’an).
Hal-hal yang boleh di wakilkan yaitu Berapa perbuatan yang boleh
diwakilkan seperti ibadah haji, membeli binatang kurban, membagi zakat,
dan perniagaan (jual beli).
4. Berakhirnya Akad Wakalah
Yang menyebabkan Wakalah menjadi batal atau berakhir adalah:22
a. Bila salah satu pihak yang berakad Wakalah itu gila
b. Bila maksud yang terkandung dalam akad Wakalah sudah selesai
pelaksanaannya atau dihentikan.
20 Abdul Rahman Ghazaly, Op, Cit, h.189
21 Ibid, h. 190
22 Ibid, h. 191
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c. Diputuskannya Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang
berWakalah baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima
kuasa
d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang
dikuasakan.23
5. Wakalah (Perwakilan) dalam Jual Beli
Pada dasarnya segala penerapan wakalah dalam kehidupan itu
diperbolehkan oleh syara’, termasuk dalam hal jual beli24. Didalam jual
beli wakalah telah sering diterapkan dalam lingkungan kita. Salah satu
bentuk penerapan wakalah dalam lingkungan sektar kita adalah kue-kue
ataupun jajanan yang dititipkan di warung ataupu kedai-kedai. Jadi pemilik
pemilik kedai merupakan pihak yang diamanatkan sedangkan penitip kue
adalah pengamanat, serta kue tersebut merupakan barang yang
diwakalakan.
Seiring perkambangan waktu jenis barang yang diperjual belikan
dalam bentuk wakalah beraneka ragam.seperti bahan makanan, pakaian,
kebutuhan rumah tangga, kendaraan, serta hampir mencakupi semua hal.
Dan usaha jual beli yang berlandaskan akad wakalah telah mencapai dalam
sektor besar. misalnya kegiatan jual beli yang berlandaskan pada wakalah
telah di terapkan oleh perusahaan-perusahaan besar
23 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Agus Sobari (Jakarta: Al I’tishom, 2008),
jilid ke-3, h.898
24 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. Ke-1, Cet. Ke-
7, h. 236
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Penerapan  Wakalah dalam jual beli terbagi atas 2 jenis25:
a. Perwakilan Tanpa ikatan (Wakalah Muthlaqah)
Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa ada
ikatan harga tertentu, pembayaran kontan atau diangsur, di kampung
atau di kota, maka wakil (orang yang mewakili) tidak boleh
menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan
harga pada umumnya, dan dengan penjualan tunai, sehingga dapat
dihindari ghubn (kecurangan) kecuali bila penjualan tersebut diridhai
oleh yang mewakilkan. Karena penjualan dengan cara seperti itu dapat
menghilangkan kemaslahatan bagi yang mewakilkan, sehingga harus
dikembalikan kepada kerelaannya.26
Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seorang wakil
dapat bertindak semena-mena, tetapi maksutnya ia berbuat untuk
melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk
hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.
Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual
sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-
angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik
kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak.
b. Perwakilan Dengan ikatan (Wakalah Muqayyadah)
Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa
saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh
25Sayyid Sabiq, Op,cit,h. 895
26 Ibid
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menyalahinya kecuali kepada yang lebih baik dan bermanfaat bagi
orang yang mewakilkan27. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa
benda tersebut harus dijual dengan harga dua juta rupiah kemudian
dijual dengan harga yang lebih tinggi misalnya tiga juta rupiah atau
dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran,
kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah.
Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati
ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang
mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan imam
Syafi’i. Sedangkan menurut pandangan Abu Hanifah tindakan itu
tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang
mewakilkan membolehkannya, maka penjualannya menjadi sah, bila
tidak meridhainya maka menjadi batal.
6. Wakalah bil Ujrah
Akad wakalah dapat dilaksanakan dengan atau tampa upah. Bahwa
pada dasarnya akad wakalah adalah akad tabarru’at (sukarela), karena
kebanyakan dalil syar’i tentang wakalah baik ayat-ayat Al-Quran atau
hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wasallam tidak mengisyaratkan
adanya pengambilan upah dari pekerjaan yang diwakilkan. Namun
demikian, tidak ada larangan hal ini untuk dilakukan. Seluruh ulama
madzhab sepakat dibolehkannya mengambil upah dalam akad wakalah.28
27 Ibid
28 Abdul Rahman Ghazaly,et, Loc.cit, h.195
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Jika perwakilan bersifat terikat dimana upah atau fee telah
ditetapkan maka pihak yang mewakili berhak untuk menerima fee sesuai
dengan sepakatan, dan jika perwakilan besifat tidak terikat maka upah atau
fee yang akan diterima oleh pihak yang mewakili tidak di terakang secara
jalas, maka pihak yang mewakili berhak menerima fee yang sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukanya.
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